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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Wilayah Indonesia merupakan Rechtstaat, artinya semua tindakan di dalam 

pemerintahan baik itu dalam menyelenggarakan pemerintahan di kehidupan 

bernegara, berbangsa maupun berwarga negara, semuanya haruslah berdasarkan 

hukum tanpa terkecuali sedikitpun, karena itu adalah konsekuensi yang harus dijalani 

oleh Wilayah Indonesia selaku wilayah yang diliputi oleh peraturan.
1

 Hukum 

menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang 

dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata 

berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, 

dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem 

bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah bentuk penegakan hukum.
2
 

 Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan 

masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat 

yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan 

tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat 

dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. 
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 Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. 

Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana 

korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan 

perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada 

umumnya.
3
 Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan 

hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang 

luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan 

secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Selanjutnya terbukti bahwa 

ada keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan 

terorganisasi (terorisme, perdagangan orang, penyelundupan migran gelap dan lain-

lain) dan kejahatan ekonomi (tindak pidana pencucian uang). Sehingga tindak pidana 

korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan Negara.
4
 

 Dengan adanya keadaan yang seperti itu dan perlunya diatur segera tindak 

pidana korupsi, maka atas dasar Pasal 96 ayat (1) UUDS 1950, penggantian Peraturan 

Penguasa Perang Pusat tersebut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang 

Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian 

                                                             
3
 Muhamad Riyadi Putra and Gunarto, Analysis Of Handling Practices On Corruption Crime By 

Police (Case Study In Special Criminal Investigation Police Directorate Of Central Java), Jurnal Daulat 

Hukum Volume 2 Issue 2, June 2019, url: http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5425/3346 
4
 Abdul Haris, Umar Ma‟ruf, and Sri Kusriyah, Role And Function Of Attorney In Order To 

Optimize The Prevention Of Corruption Through Establishment Of TP4P/D (Case Studies In State 

Attorney Of Grobogan), Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019, url: 

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8287/3863 



3 
 

atas dasar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1960 menjadi Undang-Undang Nomor 24 

Prp 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
5
 

 Di dalam penerapannya ternyata Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 

masih belum mencapai hasil seperti yang diharapkan sehingga Terpaksa diganti lagi 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi nampaknya memperhatikan tujuan pemulihan kerugian negara, 

karena Undang-Undang ini mencantumkan dan mengancam pidana tambahan yang 

berupa pidana pembayaran uang pengganti (PUP) dalam Pasal 34 huruf c. Sekalipun 

demikian ,tidak satupun dari ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 3 T ahun 

1971 yang mencantumkan atau berhubungan dengan instrumen hukum perdata. 

 Adapun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku lagi. Atas dasar Tap.MPR Nomor 

XI/MPR/1998 ini, kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mulai berlaku sejak tanngal 16 

Agustus 1999, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 140. Namun, kemudian diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tersebut dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 yang mulai berlaku pada tanggal 21 November 

2001. 

 Di Indonesia mempunyai penegak hukum, sebagai salah satunya adalah 

Kejaksaan. Pembentukan Jaksa ini didasari oleh Undang-Undang No.16 tahun 2004 

tentang Kejaksaan yang dalam bagian menimbang menerangkan tujuan nasional 

Indonesia adalah penegakan hukum dan keadilan serta sebagai salah satu badan yang 

fungsinya berkaitan dengan Susunan Kejaksaan menurut Undang-undang No.16 

tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah terdiri dari Kejaksaan 

Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Dimana kekuasaan tertinggi dalam 

Kejaksaan ada pada Kejaksaan Agung yaitu Jaksa Agung sendiri, sedangkan seorang 

jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, dimana syarat-syarat untuk dapat 

diangkat menjadi seorang jaksa diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2004 

Pasal 9. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, jaksa bertidak dan atas nama 

negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Sebelum memangku 

jabatannya, jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di 

hadapan Jaksa Agung. Fungsi Jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses 

penegakkan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi 

dalam masyarakat, dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari 

proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi.
6
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 Penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam tindak pidana korupsi 

menjadi prioritas utama bagi penegak hukum khususnya Kejaksaan, Kepolisian dan 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap dan memberantas korupsi 

yang terjadi di bumi Indonesia ini. Pengungkapan kasus-kasus korupsi yang 

dilakukan oleh penegak hukum sangat bergantung pada tahap penyidikan dengan 

memaksimalkan upaya-upaya dari penegak hukum dalam membongkar kasus korupsi 

dengan sarana dan prasarana serta wewenang yang dimiliki berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Sekalipun Kejaksaan dan Kepolisian mempunyai wewenang 

yang sama dengan KPK dalam hal melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak 

pidana korupsi, namun KPK memiliki kewenangan lain yang tidak dimiliki oleh 

Kejaksaan dan Kepolisian. Kewenangan lain tersebut adalah dalam melaksanakan 

tugas penyidikan, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
7
 

 KPK berwenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. 

Kewenangan ini yang dijadikan KPK sebagai cara untuk membuka dan mengungkap 

kasus-kasus korupsi. Mayoritas perkara yang ada di KPK adalah kasus suap atau 

gratifikasi yang dilakukan oleh para pejabat Negara yang dalam hal 

pengungkapannya KPK menggunakan tehnik penyadapan dan perekaman. KPK juga 

diberikan kewenangan berkaitan dengan tugas penyidikan yaitu dapat melakukan 

penyitaan tanpa ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan ketentuan Pasal 47 
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ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Kedua hal ini tidak dimiliki oleh 

Kejaksaan dan Kepolisian. Meskipun Kejaksaan dan Kepolisian tidak memiliki 

kewenangan tersebut namun tidak mensurutkan upaya maksimal yang dilakukan oleh 

Kejaksaan dan Kepolisian.
8
 

 Adapun pencegahan tindak pidana korupsi tidaklah terlepas dari ikhtiar aparat 

Penegak Hukum dalam melaksanakan ikhtiar penegakan hukum di bidang tindak 

pidana Korupsi. Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perihal 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebutkan bahwa “jaksa agung 

mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

tindak pidana korupsi”.
9
 Di pasal ini dijelaskan Jaksa Agung yang mempunyai hak 

dan kekuasaan guna melaksanakan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dan 

melaksanakan eksekusi kepada putusan hakim didalam perkara tindak pidana korupsi. 

Hal ini sama dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
10

 

 Menurut J.E. Sahetapy yang menyatakan bahwa konsep Integrated Criminal 

Justice System, kewenangan penegakan hukum terbagi menjadi dua, yaitu Kepolisian 
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adalah penyidik tunggal dan Kejaksaan adalah penuntut umum.
11

 Dengan demikian 

menurut Andi Hamzah sesuai dengan Pasal 14 KUHAP, jaksa atau penuntut umum di 

Indonesia tidak memiliki hak dan kekuasaan menyidik perkara, dari permulaan 

ataupun kelanjutan. Selanjutnya kewenangan kejaksaan dalam penyidikan dan 

penuntutan tindak pidana korupsi lebih ditegaskan lagi oleh Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 1991 yang tidak mengatur hal tersebut. Ketentuan tersebut ditegaskan 

dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang 

menyatakan di bidang pidana, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang 

melaksanakan penyidikan kepada tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana yang 

diatur pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 perihal Pengadilan Hak Asasi 

Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi.
12

 

 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ini telah memperkokoh landasan 

hukum kewenangan jaksa selaku penyidik serta penuntut umum tindak pidana 

korupsi. Menempatkan peran penyidikan dan penuntutan “satu atap” adalah tidak 

sesuai dengan isi KUHAP.
13

 Sehingga seolah-olah sifat khusus Undang-undang 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan dualism dan dapat 

menimbulkan efek samping penyalahgunaan kekuasaan dari lembaga kejaksaan.
14

 

 Peranan jaksa sebagai penuntut umum tunggal atau single prosecution system 

yang merupakan suatu landasan dari pelaksanaan tugas kejaksaan yang bertujuan 

untuk memelihara kesatuan kebijakan penuntutan yang menampilkan ciri khas yang 

menyatu didalam tata laku, tata pikir, serta tata kerja pada kejaksaan. Yang harus 

dimiliki oleh aparat kejaksaan adalah suatu keahlian yang profesional, baik itu 

mengenai pengertian dan pemahaman. Hal ini adalah salah satu upaya dari aparat 

kejaksaan supaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Adapun ciri 

khas pada pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya dikerjakan bagi masyarakat 

kalangan atas serta memiliki pekerjaan yang sering dikenal dengan while collar crime 

atau bisa disebut dengan kejahatan kerah putih.
15

 

 Sebagaimana diketahui, salah satu sisi dari fungsi Jaksa sebagai aparatur 

negara dalam proses penegakkan hukum dan keadilan adalah dengan senantiasa 

bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, 

kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan 

keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan kondisi 

masyarakat yang tentram dan tertib,melalui fungsi umumnya yaitu sebagai Penuntut 

Umum dan eksekutor putusan pengadilan, selain itu sebagai penyidik dalam perkara-

perkara tindak pidana khusus antara lain tindak pidana korupsi sebagaimana diatur 
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dalam Undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-undang No.20 tahun 2001 

tentang Pemberantasan Korupsi dan perubahannya jo Undang-undang No.30 tahun 

2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta 

sebagai Jaksa Pengacara Negara. 

 Dalam upaya untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang 

tentang tindak pidana yang telah terjadi serta menemukan tersangkanya tentu tidak 

terlepas dari proses penyidikan, jaksa adalah salah satu pejabat fungsional yang 

memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. 

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (penal policy), sasaran dari hukum pidana 

tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga 

mengatur perbuatan penguasa atau aparat penegak hukum. 

 Adapun penulis melaksanakan penelitian terhadap fungsi kejaksaan dalam 

penanganan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Blora yang mana dalam hal 

ini penulis akan menyajikan gambaran dalam hal peran kejaksaan dalam penanganan 

tindak pidana korupsi pada wilayah hukum Kejari Blora secara analitis dan ilmiah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian 

ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar mengenai dengan 

menentukan judul yaitu “Peran Kejaksaan dalam Menangani Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Blora”. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah diuraikan maka dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi secara 

yuridis? 

2. Bagaimana efektivitas kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di 

wilayah hukum Kejaksaan Negeri Blora?  

3. Apa kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Blora dalam penanganan 

pemberantasan tindak pidana korupsi? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa peran Kejaksaan dalam 

penanganan tindak pidana korupsi secara yuridis; 

2. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa efektivitas kejaksaan dalam 

penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Blora; 

3. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi 

Kejaksaan Negeri Blora dalam penanganan pemberantasan tindak pidana 

korupsi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada 

penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoris atau akademisi maupun 

segi praktis yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi 

lingkungan civitas akademikia Universitas Sultan Agung Semarang.  

2. Manfaat Praktis  

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga kedepan diharapkan 

dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat kejaksaan dalam 

melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam penegakan hukum terhadap 

tindak pidana korupsi. 

 

E. Kerangka Konseptual  

1. Kejaksaan  

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan 

kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang 

dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang 

dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan 

Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang 

penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat 

dipisahkan. Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan 
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UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga 

penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, 

perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, 

Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di 

bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara 

merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan 

lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). 

2. Tindak Pidana  

 Didalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa 

pidana, dan tindak pidana, yang juga sering di sebut delict.
16

 Apa yang dimaksud 

dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda Strafbaar feit sebenarnya 

merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam straf weitboek atau dalam kitab 

undangundang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun dalam 

istilah bahasa asing adalah delict. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana 

berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan 

pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.
17

 

 Didalam WVS dikenal dengan istilah Strafbaar feit, sedangkan dalam 

kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan 
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istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.
18

 Istilah-istilah itu mendapat 

tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu: perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana 

tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana 

adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-

undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang 

yang mampu bertanggung jawab. Sementara moeljatno menyatakan bahwa tindak 

pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang 

siapa melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat 

sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicitacitakan oleh masyarakat.
19

  

3. Korupsi 

 Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruption dari kata kerja corrumpere 

berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut 

Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi 

maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri 

atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan 

kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
20

 Sedangkan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai 

barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya 
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 Samidjo, Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana, Penerbit. Armico, Bandung : 1985, 

hlm.77. 
19
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20
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untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah 

penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan 

pribadi atau orang lain.
21

 

 Sementara, disisi lain, korupsi (corrupt, corruptie, corruption) juga bisa 

bermakna kebusukan, keburukan, dan kebejatan. Definisi ini didukung oleh Acham 

yang mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma 

masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan 

kepentingan umum. Intinya, korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang 

diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Sehingga, korupsi 

menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang 

diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan 

untuk keuntungan diri sendiri. 

 

 

 

 

F. Kerangka Teori  

1. Teori Efektifitas Hukum 

 Peraturan perundang-undangan baik yang tingkatannya lebih rendah maupun 

yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur Negara dapat 
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melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu 

dengan masyarakat lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum 

(equality before the law). Namun dalam realisasinya Undang-Undang tersebut sering 

diabaikan akan penerapannya, sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif. Tidak 

efektifnya suatu peraturan disebabkan karena Undang-Undangnya kabur atau tidak 

jelas, aparatnya yang tidak konsisten atau masyarakatnya tidak mendukung dari 

pelaksanaan peraturan tersebut. Apabila Undang-Undang itu dilaksanakan dengan 

baik maka Undang-Undang tersebut dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi 

Undang-Undangnya jelas dan dalam penerapannya tidak perlu melakukan penafsiran, 

aparatnya menegakan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan 

tersebut mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis hal itu yaitu teori 

efektifitas hukum. 

 Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu 

Effectiveness of the Legal Theory, bahasa Belanda disebut dengan Effectiviteit van de 

Juridische Theorie, bahasa Jermannya yaitu Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie. 

Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah 

apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari 

sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut 

benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.
22
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 Konsep efektifitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan 

sanksi. Subjek yang melaksanaknnya yaitu orang atau badan hukum. Orang-orang 

tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi dari norma hukum. Bagi 

yang dikenai sanksi maka sanksi hukum tersebut benar dilaksanakan atau tidak. 

Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Norma 

hukum tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang 

berwenang untuk itu. Lembaga yang berwenang yaitu DPR RI dan dengan 

persetujuan Presiden. Sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma 

hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.  

Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum bahwa hukum akan 

menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak 

diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat 

membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka 

kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika tertjadi keharusan untuk 

melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum 

akan sanggup menyelesaikannya. Konsep Anthony Allot tentang efektifitas hukum 

difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat 

apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. 

Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang 

keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan 

penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektifitas hukum yang meliputi: 

1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum; 
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2) Kegagalan dalam pelaksanaannya; 

3) Faktor yang mempengaruhinya. 

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu 

telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan 

manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun 

penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam 

implementasinya. Hal ini, dapat dilihat dalam masyarakat dalam melaksanakan aturan 

hukum tersebut. 

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang 

telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam 

implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau 

berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang 

mempengaruhi dapat dikaji dari: 

1) Aspek keberhasilannya; 

2) Aspek kegagalannya. 

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, 

struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil 

apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat 

penegak hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan 

adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas aparatur hukum yang korup 

atau masyarakat yang tidak sadar atau taat kepada norma hukum tersebut. Fasilitas 
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yang mendukung norma hukum tersebut sangat minim sehingga sulit untuk 

terciptanya keefektifan hukum tersebut. 

Menurut Soerjono Soekamto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum 

ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu: 

1) Faktor hukumnya sendiri; 

2) Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum); 

3) Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan; 

5) Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia dalam pergaulan.
23

 

Ahmad Ali berpendapat, bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui 

sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor 

yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang undangan adalah profesional dan 

optimal pelaksanan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas 

dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut.
24

 

Hukum dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum 

dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua 

macam yaitu peraturan pusat dan peraturan daerah setempat. Peraturan pusat erlaku 
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untuk seluruh warga negara yang ada pada wilayah tersebut. Peraturan daerah 

setempat hanya berlaku untuk orang yang ada pada daerah tersebut saja. 

Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektifitas pengendali sosial atau 

hukum. Ia menyajikan teori efektifitas hukum dengan menganalisis 3 (tiga) masalah 

berikut ini yang meliputi: 

1) Dalam masyarakat modern tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh 

suatu system pengendalian sosial yang bersifat memaksa yaitu hukum, untuk 

melaksanakannya hukum didukung oleh suatu system alat kekuasaan yang di 

organisasikan untuk Negara; 

2) Dalam masyarakat primitive alat kekuasaan serupa kadang tidak ada; 

3) Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum?.
25

 

Syarat agar hukum dapat berjalan dengan efektif adalah dengan melihat 

undang-undangnya yang berlaku dimasyarakat, adanya pelaksanan hukum, kondisi 

sosio-ekonomi masyarakat, Undang-undang yang dibuat harus dirancang dengan baik 

dan substansinya yang meliputi isi dari peraturan tersebut harus bersifat melarang, 

mengandung sanksinya dan mengandung moralitas. Pelaksanaan hukum adalah aparat 

yang melaksanakan hukum itu sendiri, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. 

Pelaksanaan hukum ini harus dilakukan dengan baik. Efektifitas hukum harus dilihat 

dari kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Semakin baik ekonomi masyarakat maka 

semakin efektif Undang-undang yang berlaku. Hal ini disebabkan karena tidak 

adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Semakin rendah ekonomi 
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masyarakat semakin banyak terjadi pelanggaran hukum hal ini dapat dilihat semakin 

banyaknya pencurian yang berlatar belakang alasan ekonomi. 

 

2. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau 

fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam 

hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. 

Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, 

kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum 

hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa 

penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan 

suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang 

dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.
26

 

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam 

kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak 

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan 

memepertahankan kedamaian pergaulan hidup. 
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Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam 

praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti 

memutuskan hukum in concreto di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya 

hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum 

formal.
27

 

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari 

subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum 

pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan 

normavite yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti 

juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum 

dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk 

menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana 

seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan 

hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan 

formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.Dan dalam penegakan 

hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal 

dan tertulis saja. 

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai 

hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan 

demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan 
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sanksi-sanksi. Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, 

yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. 

1) Kepastian hukum 

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang 

menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang 

terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap 

peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. 

Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul 

perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. 

Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, 

ketertiban dalam masyarakat tercapai. 

2) Kemanfaatan 

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan 

kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru 

dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan 

penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai 

terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang 

pada akhirnya menimbulkan keresahan. 

3) Keadilan 

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya 

didasarkan pada 2 hal: pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang 



23 
 

mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga 

menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. 

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. 

Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan 

hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum 

sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang 

dikenal dengan istilah As a Tool of Sosial Engineerning.
28

 

Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyerasikan 

hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk 

menciptakan, memelihara dan memeperhatikan kedamainan dalam pergaulan 

hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan. 

4) Penyelerasian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman 

Nilai ketertiban bertitk tolak pada keterikatan, sedanngkan nilai 

ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah 

diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu konkritkan dalam 

bentuk kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang berisi suruhan, kebolehan 

atau larangan. 

5) Penyelesaian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum 

Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan 

ini merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan 
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merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehigga 

sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian 

hukum. Adegium yang selalu didengungkan adalah Summun jus, summa 

injuria, summa lex, summa crux (hukum yang keras akan dalam melukai, 

kecuali keadlian yang dapat menolongnya). Jika keadilan saja yang dikejar, 

hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih jauh dari ketidak-pastian 

hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak. 

Agar hukum dapat ditegakan diperlukan alat negara yang diserahi tugas 

tanggung jawab untuk menegakan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan 

agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan: 

“Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum 

adalah kelaliman”. sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang 

mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-

aturan hukum. 

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-

konsephukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan 

hukummerupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.
29

Joseph Goldstein 

membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu: 

1) Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 

sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (subtantive law 

of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan 
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sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana 

yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu 

mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-

batasan; 

2) Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang 

bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan 

hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara 

maksimal; 

3) Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap 

not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam 

bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang 

kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya 

inilah yang disebut dengan actual enforcement.
30

 

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum, yaitu: 

1) Faktor Hukum 

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan 

kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara 
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normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya 

mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena 

penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaedah dan 

pola prilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. 

2) Faktor Penegakan Hukum 

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum 

memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas 

petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci 

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian 

penegak hukum. 

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 

perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. 

Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang 

praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan 

di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan 

komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan 

wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi 

dianggap belum mampu dan belum siap. 

4) Faktor Masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok 
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sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul 

adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, 

atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, 

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. 

  

G. Metode Penelitian 

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, 

kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum 

tersebut untuk kemudian menguasahakan suatu pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.
31

  Penelitian merupakan 

suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka 

metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu 

pengetahuan yang menjadi induknya.
32

 

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan memperrgunakan pendekatan 

Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunkan metode pendekatan terhadap 
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masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan 

positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan 

implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi 

penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, 

menghubungkan, membandingkan serta memberi makna peran kejaksaan dalam 

menangani pemberantasan tindak pidana korupsi. 

3. Sumber Data 

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber 

pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi; 
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e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia. 

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari: 

a. Buku-buku; 

b. Rancangan Undang-Undang; 

c. Hasil penelitian ahli hukum; 

d. Tesis, Skripsi, Disertasi. 

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari: 

a. Kamus Hukum; 

b. Kamus besar bahasa Indonesia; 

c. Pedoman ejaan yang disempurnakan; 

d. Ensiklopedia. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi Lapangan 

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati 

secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang 

sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat 

dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan 

benar. 

b. Wawancara 
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Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau ekplorasi, dimana 

kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan 

wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan 

data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait 

sebagai instansi dari sektor eksekutif maupun yudikatif. Wawancara yang 

dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun 

dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan 

lapangan. 

c. Studi Pustaka atau Studi Dokumen 

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka 

adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, pUndang-

Undang, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum. 

5. Metode Analisis Data 

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa 

kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data 

yang diperoleh melelaui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan 

cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, 

pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait 

serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan 

akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.  
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H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Hukum, Metode Penelitian, 

Sistematika Penulisan. 

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kejaksaan, Tinjauan 

Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi, Korupsi Dalam 

Perspektif Islam. 

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) peran Kejaksaan 

dalam penanganan tindak pidana korupsi secara yuridis, (2) efektivitas kejaksaan 

dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Blora, 

dan (3) kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Blora dalam penanganan 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 


